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HALAMANMOTTO

Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang
tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal-lah yang dapat

menerima pelajaran. (Allah Azza wa Jalla)
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasien
rehabilitasi terhadap apoteker yang melakukan kelalaian dalam pemberian obat
berdasarkan resep dokter. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis akibat hukum
yang ditimbulkan oleh apoteker yang lalai dalam memberikan resep obat kepada
pasien rehabilitasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotekmenjelaskan bahwa apoteker harus
menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Di samping itu, penyerahan dan
pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker.Pemberian obat
dari apoteker kepada pasien, ada standar pelayanan yang wajib dipatuhi oleh apoteker
yang bersangkutan.Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan
pelayanan kefarmasian.

Hubungan konsumen dan apotek sebagai pelaku usaha merupakan hubungan
perdata dimana proses jual beli barang dan/atau jasa yang terjadi antara mereka
merupakan penerapan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam sudut pandang hukum
perdata, gugatan yang mungkin dilakukan adalah gugatan Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) atau onrechmatgedaad.PMH didasarkan pada pelayanan kesehatan
yang dilakukan oleh apoteker karena didasarkan kewajiban hukum apoteker.Hal yang
terpentinguntuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi
adalahkriteria untuk menjawab sejauh mana apoteker telah melakukanupaya atau
ikhtiar secara optimal atau yang terbaik dalam upaya pemberian obat rehabilitasi
sesuai dengan resep dokter.

Kata kunci : apotek, apoteker, konsumen, pasien, rehabilitasi, narkoba
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia maupun dunia pada umumnya saat ini sedang

dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya

pemakaian secara illegal bermacam –macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini

semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah

merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda.

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada

masa mendatang.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah

yang perlu mendapat perhatian bagi negara indonesia, serta dunia internasional.

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika

semakin meningkat,salah satunya dapat dilihat melalui Single Convention on

Narcotic Drugs (konvensi tunggal tentang narkotika) pada tahun 1961. Masalah

ini menjadi sangat penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah

suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental bagi yang bersangkutan,apabila

pengguna tanpa resep dokter.1

1Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana NarkotikaOleh Anak,
(Malang:UMM Press, 2009),hlm. 78
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Narkotika saat ini telah merasuki elemen bangsa , mulai dari

anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampaipejabat,

bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril

daripenyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak

cukuphanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja

melainkanperlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan

berpartisipasi aktifdalam pencegahan dan pemberantasan terhadap

penyalahgunaan danperedaran narkotika.

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia,

khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan

semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal

negatif.2Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan

nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan

untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya,sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia

yang produktif secara sosial dan ekonomi.3

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk

meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan

diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis.Oleh karena itu, tujuan

2Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom,Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

3Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,Pasal 3.
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hukum kesehatan adalah mengatur hubungan-hubungan di dalam bidang

pelayanan kesehatan, dimana kesehatan manusia diutamakan.Maka ahli hukum

harus berupaya membangun kerangka dalam bidang kesehatan, yang dapat

memberikan keleluasaan gerak bagi penyelenggaraan profesi berfungsi secara

optimal demi kepentingan pasien. Peraturan yang mengatur mengenai

kesehatan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan.

Dunia medis semakin berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi,

dukungan dari pemerintah, dan peran tenaga medis itu sendiri dalam

memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan terhadap pasien.Rumah sakit

juga harus memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah

sakit yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang

Kesehatan bahwa:

“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Tenaga kesehatan diantaranya adalah dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, dan

bidan4. Setiap tenaga kesehatan dalam memberikan putusan atas suatu tindakan medis

harus dilandasi atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan

etika profesimasing-masing.Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan

dalam memberikan obat kepada pasien adalah apoteker. Apoteker adalah seseorang

4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan,Pasal 11.
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yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, baik di apotek,

rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang

kefarmasian. Apoteker juga merupakan tenaga kesehatan sarjana.Apoteker merupakan

bagian dari tenaga kesehatan sebagai tenaga kefarmasian.5Hubungan dokter dengan

tenaga kesehatan lainnya termasuk apoteker memiliki posisiyangdominan.Pasien pada

umumnya cenderung bersikap pasif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang

selanjutnya disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen mengatur

mengenai hak-hak konsumen, begitu pula dengan kewajiban-kewajiban konsumen

serta pelaku usaha. Pasien sebagai pengguna jasa kesehatan yang diatur dalam

Undang-Undang kesehatan dapat dikualifikasi sebagai

konsumen.6Keduaundang-undang ini, baik Undang-Undang Kesehatan maupun

Undang-UndangPerlindungan Konsumen memberikan peranannya sebagai peraturan

yang mengatur masalah perlindungan hukum terhadap pasien yang dirugikan, atas

tindakan apoteker yang melakukan kesalahan dalam pemberian obat berdasarkan resep

dokter. Selain itu juga mengenai tanggung jawab perdata yang harus ditempuh

apoteker, sebagai upaya untuk mengganti kerugian yang diderita pasien atas tindakan

kesalahannya itu.

5 “Tugas
apotekker”,http://ilmanapt.blogspot.co.id/2011/11/peranan-fungsi-dan-tugas-apoteker-di.html.Akses
14 Juni 2019,pukul 19.40.

6Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,
(Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007), hlm. 62.

http://ilmanapt.blogspot.co.id/2011/11/peranan-fungsi-dan-tugas-apoteker-di.html.
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Pasien yang menerima obat dari apoteker disebut sebagai konsumen, karena

pasien mengonsumsi barang dan atau jasa dari apoteker, yaitu berupa obat.7Apoteker

menerima resep dari pasien yang ditulis oleh dokter. Pekerjaan apoteker sebelum

memasukkan obat ke dalam kemasan terlebih dahulu mencocokanapakah obat yang

akan diberikan tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam resep dokter, kesesuaian

jenis dan sifat obat, serta layak atau tidak obat tersebut untuk dikonsumsi oleh pasien,

apoteker juga perlu memperhatikan batas kadaluarsa terhadap obat tersebut sebelum

diberikan kepada pasien. Selanjutnya apoteker juga berkewajiban memberikan

informasi mengenai cara penggunaan obat yang benar. Mengenai obat racikan sendiri,

maka obatnya akan diracik terlebih dahulu oleh apoteker sesuai dengan permintaan

dalam resep sebelum diberikan kepada pasien.

Apoteker dan tenaga kesehatan lainnya yang diberikan kepercayaan penuh oleh

pasien, haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati dalam

melaksanakan tindakan medis, termasuk dalam pemberian obat kepada pasien. Begitu

pula halnya dalam kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada

pengelolaan obat, sebagai komoditi menjadi pelayanan yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup pasien.

Apoteker harus memahami dan menyadari ada kemungkinan terjadinya

kesalahan pengobatan dan pemberian obat dalam proses pelayanan kesehatan.

Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan apoteker dalam melaksanakan tugasnya

dapat berakibat fatal, baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya. Hal ini tentu

saja sangat merugikan bagi pihak pasien. Oleh karena itu, apoteker dalam menjalankan

7http://ilmu-kefarmasian.blogspot.co.id/2013/03/penggolongan-obat-lengkap.html. Akses 14
Juni 2019,pukul 19.50.

http://ilmu-kefarmasian.blogspot.co.id/2013/03/penggolongan-obat-lengkap.html
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praktek harus sesuai dengan standar profesi, artinya bahwa apoteker dalam

menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, diberi

kewenangan dan sekaligus pembatasan yang telah digariskan oleh peraturan

perundang-undangan yangberlaku.8

Beberapa kemungkinan kesalahan apoteker dalam pelayanannya terhadap pasien,

misalnya pasien salah mengonsumsi obat, akibat dari apoteker salah memberikan obat

atau bahan yang terkandung dalam obat tersebut tidak semestinya dikonsumsi oleh

pasien, sebab dapat dimungkinkan pasien akan bertambah parah penyakitnya karena

mengonsumsi obat yang salah. Apabila dokter telah menulis resep dengan baik dan

jelas, kemudian resep tersebut diserahkan kepada apoteker oleh pasien, tetapi apoteker

tidak memberikan obat yang sesuai dengan yang tertera pada resep yang telah

diberikan dokter kepada pasien, maka bukan dokter melainkan apoteker yang dapat

dimintakan tanggung jawabnya. Kesalahan yang dilakukan oleh apoteker pada

umumnya karena kelalaian bukan kesengajaan. Apabila penderita tidak mengonsumsi

atau menggunakan obat itu, tidak akan terjadi kesalahan. Namun, apabila penderita

mengkonsumsi obat tersebut tanpa mengetahui obat tersebut maka akan berdampak

bahkan penderita dapat lebih parah sakitnya.

Kesalahan pemberian obat bagi pasien rehabilitasi ini terjadi di Apotek Besi

Sleman. Salah satu konsumen yang menjadi korban kesalahan pemberian apotek

ini dialami oleh Saudara Eko Prasetyo.Berdasarkan resep dokter, saudara Eko

Prasetyo seharusnya mendapatkan obat aprazolam dengan obat pendamping

obat amitriptyline.Namun ketika saudara Eko Prasetyo membeli obat ke Apotek

8Ibid.
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Besi Sleman, apoteker justru memberikan aprazolam dengan obat pendamping

stelosi.9 Apoteker menurut keterangannya beralasan bahwa stok amitriptyline

sudah tidak tersedia lagi, dan menganggap bahwa dosis stelosi memiliki kadar

dan komposisi yang sama dengan amitriptyline.10

Saudara Eko Prasetyo sebagai konsumen tidak banyak mengerti tentang

komposisi dari obat-obatan tersebut dan memilih untuk mempercayai

keterangan dari apoteker Besi Sleman.Saudara Eko Prasetyo pun membeli obat

aprazolam dan stelosi sesuai anjuran apoteker.Saudara Eko Prasetyo

mengkonsumsi obat-obatan tersebut hingga habis.Ketika hendak membeli obat

yang baru, saudara Eko Prasetyo melakukan konsultasi kembali dengan pihak

dokter.Namun ternyata, pihak dokter mengatakan bahwa dosis dan komposisi

yang terkandung dalam stelosi memiliki perbedaan yang cukup signifikan

dengan dosis dan komposisi yang ada dalam amitriptyline.11

Dilihat dari kronologi tersebut, terjadi keteledoran atau kelalaian yang

dilakukan oleh apoteker Besi Sleman dalam memberikan resep obat.Kelalaian

dalam pemberian obat tentu merupakan keteledoran serius karena berkaitan

9 Hasil wawancara dengan Eko Prasetyo, Konsumen Pasien rehabilitasi Apotek Besi Sleman,

pada tanggal 5 Juni 2019, pukul 10:12.

10Hasil wawancara dengan Linda Permatasari, Apoteker di Apotek Besi Sleman, pada tanggal

12 Juni 2019, pukul 13:16.

11Hasil wawancara dengan Eko Prasetyo, Konsumen Pasien rehabilitasi Apotek Besi Sleman,

pada tanggal 5 Juni 2019, pukul 10:12.
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dengan kesehatan pasien. Dalam kasus pemberian obat bagi pasien rehabilitasi,

perbedaan jumlah dosis yang dianjurkan dokter dengan dosis yang diberikan

apoteker akan memberikan implikasi bagi perkembangan kesehatan pasien,

apalagi jika melihat kasus di Apotek Besi Sleman terdapat kekeliruan obat yang

diberikan. Pihak apoteker memang berpendapat bahwa obat yang diberikannya

(stelosi) memiliki fungsi dan manfaat yang sama dengan amitriptyline,12 namun

telah dibantah oleh pihak dokter bahwa keduanya merupakan dua obat yang

memiliki kandungan dosis yang berbeda.

Melihat kasus pada apoteker yang salah menyebut dan memberikan obat kepada

pasien, serta salah memberikan harga kepada konsumen. Maka dari itu peran apoteker

sangat penting dalam memberikan obat-obatan pada konsumen rehabilitasi karena

apabila apoteker lalai dalam memberikan obat yang tidak sesuai dalam resep dokter

maka dapat membahayakan pasien rehailitasi.Maka dari itu apoteker diharuskan teliti

dan tidak oleh lalai dalam memerikan dosis obat dari resep yang diberikan dokter pada

konsumen karena apabila apoteker mengalami kelalaian dalam memerikan obat maka

akan fatal tidak adanya aturan yang mengatur mengenai kelalaian apoteker dalam

memberikan obat-obatan kepada konsumen.

Oleh karena itu perlunya perlindungan hukum bagi pasien rehabilitasi narkoba

karena mengingat bahaya-nya penyalahgunaan terhadap obat-obatan untuk

penyembuhan pasien rehabilitasi.Bahaya dari penyalahgunaan obat-obatan tersebut

12Hasil wawancara dengan Linda Permatasari, Apoteker di Apotek Besi Sleman, pada tanggal

12 Juni 2019, pukul 13:16.
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dapat mengakibatkan beberapa faktor antara lain adalah dapat menyebabkan

kecanduan atau ketergantungan akan obat-obatan tersebut,apabila tidak memakai obat

tersebut merasa gelisah, ke-kurang pedean,sakit kepala yang berlebihan dan mengalami

susah tidur yang berkepanjangan.Maka dari itu pentingnya pendampingan secara

khusus terhadap pasien rehabilitasi supaya dalam penanganan rehabilitasi dapat

berjalan dengan semestinya sesuai aturan yang dianjurkan oleh dokter.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian

skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PASIEN

REHABILITASI NARKOBA TERHADAP KELALAIAN PEMBERIAN

OBAT OLEH APOTEKER (STUDI KASUS APOTEK BESI SLEMAN)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien rehabilitasi terhadap

apoteker yang melakukan kelalaian dalam pemberian obat berdasarkan

resep dokter?

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh apoteker yang lalai

dalam memberikan resep obat kepada pasien rehabilitasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

untuk menegetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pasien

rehabilitasi terhadap kelalaian apoteker.
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2. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan

sumbangan pemikiran dalam pembangunan wawasan

keilmuan,khususnya dalam bidang ilmu hukum.serta diharapkan hasil

penelitian ini dapat dijadikian rujukan penelitian-penelitian sejenis pada

masa yang akan datang.

Manfaat praktis, sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan

Strata 1 (S1) ,diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan

keilmuan bagi penuyusun khususnyadan masyarakat pada umumnya.

Dan bagi instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi

sumbangsih ide atau masukan yang berguna dalam pengambilan

kebijakan kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran secara library research terhadap

karya ilmiah lain dan telah me-review terhadap beberapa penelitianterdahulu

yang ada kaitannya atau relevansinya dengan masalah pada tulisan yang

menjadi objek penelitian.Maka untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan

penelitian yang telah ada sebelumnya. Penyusun akan memaparkan penelitian

yang ditemukan sebagai bahan kajian pustaka, yang diantara lain adalah:

Skripsi karya,Sembrina Aries Sandie dengan judul “Perlindungan Hukum

Bagi Pasien Terhadap Apoteker Yang Lalai Dalam Memberikan
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Obat.”13Menekankan pada Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pasien

terhadap kelalaian apoteker, adapun yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian penulis adalah pada hak-hak pasien rehabilitasi.

Skripsi karya, Noviyanti Angelina dengan judul “Perlindungan hukum

yang diberikan bagi konsumen terhadap kelalaian yang dilakukan oleh

apoteker.”14 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu pada

norma-norma hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara

khusus tidak mengatur mengenai konsumen obat. Akan tetapi, ketentuan dalam

UUPK dapat diterapkan dalam kasus ini khususnya ketentuan mengenai

penyelesaian serta pertanggungjawaban pelaku usaha.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan

dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam

perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

13 Sabrina Aries Shandy, Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Apoteker Yang Lalai
Dalam Memberikan Obat, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

14Noviyanti Angelina “Perlindungan Hukum Yang Diberikan Bagi Konsumen Terhadap
Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Apoteker”, Skripsi,Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2010.
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a. Let the buyer beware (caveat emptor). Doktrin let the buyer beware

atau caveat emptor merupakan dasar dari lahirnya sengketa

dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku

usaha dan konsumen adalah dua pihakyang sangat seimbang,

sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini

mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen

tidak mendapat informasi yang memadai untuk menen tukan Pilihan

terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut

dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau

ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang

ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen

mengalamikerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa

kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. The due care theory. Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha

mempunyai kewajibanuntuk berhati-hati dalam memasarkan produk,

baik barang maupunjasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan

produknya, maka iatidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini

berlaku pembuktian siapamendalilkan maka dialah yang

membuktikan. Hal ini sesuai denganjiwa pembuktian pada hukum

privat di Indonesia yaitu pembuktianada pada penggugat, sesuai

dengan pasal 1865 BW yang secara tegasmenyatakan bahwa

barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatuhak atau untuk
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meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain,atau menunjuk

pada suatu peristiwa, maka diwajibkan mebuktikan adanya hak atau

peristiwa tersebut.

c. The privity of contract. Doktrin ini menyatakan pelaku usaha

mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu

baru dapat dilakukan jikadiantara mereka telah terjalin suatu

hubungan kontraktual. Pelakuusaha tidak dapat disalahkan diluar

hal-hal yang dperjanjikan.Dengan demikian konsumen dapat

menggugat berdasarkanwanprestasi. Hal ini sesuai dengan

ketentuan dalam pasal 1340 BWyang menyatakan tentang ruang

lingkup berlakunya perjanjianhanyalah antara pihak-pihak yang

membuat perjanjian saja.15

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang

relevan dalam pembangunan nasional, yakni:

a. Asas Manfaat Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnya

bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

15Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm 46..
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b. Asas Keadilan Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan

pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan

kewajibannya secara adil;

c. Asas Keseimbangan Adalah memberikan keseimbangan antara

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti

materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Adalah untuk memberikan

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum Adalah pelaku maupun konsumen mentaati

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.16

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige daad/tort) dalam hal ini

suatu hal yang merugikam pasien, baik formil maupun materiil diatur di

dalam KUHPerdata yaitu pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan

Pasal1367.Peraturan ini adalah suatu ketentuan umum yang berlaku bagi

setiap orang, termasuk dokter, rumah sakit perawat, bidan dan tenaga

kesehatan lainnya. Ketentuan ini bersifat imperative dan tidak dapat

16Elsi, Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 159.
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dielakkan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum perdata kita masih

merupakan peninggalan dari Bangsa Belanda (Burgerlijjk Wetbook/ WB).

3. Teori Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak memberi kenikmatan dan keluasaan kepada individu didalam

melaksanakannya. Sedangkankewajiban adalah pembatasan dan beban.

Ada beberapa pengertian hak, antara lain:Hak di dalam pengertian umum

yaitu tuntutan seseorang terhadap suatu yang merupakan kebutuhan

pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas.17

Hak sendiri merupakan suatu kepentingan yang dilindungi hukum,

sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang

diharapkan dipenuhi.18

4. Teori Ganti Rugi

Guna mengurangi adanya kerugian pada diri pasien atau orang yang

melakukan pemeriksaan maupun yang berupaya memperbaiki

kesehatannya, dibutuhkan adanya tenaga kesehatan yang benar-benar

memenuhi standar tenaga kesehatan, yang mampu mematuhi standar

profesi dan menghormati hak-hak pasien. Dalam hal ini pun, menurut

Pasal 53 UU No. 23/ Tahun 1992, tenaga kesehatan berhak memperoleh

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

17 Mertokusumo ,Mengenal Hukum(suatu pengantar),(Yogyakarta:Liberty,1986),hlm.39.

18 Ismani N ,Etika Keperawatan, (Jakarta:widya medika.2001),hlm. 20.
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Ketentuan Pasal 53 UU No. 23/ Tahun 1992 memiliki konsekuensi sanksi.

Tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam

melaksanakan tugas profesinya, dapat dikenakan tindakan disiplin.

Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian itu dilakukan oleh

Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Salah satu perlindungan terhadap

pasien dapat berupa pemenuhan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh

pihak pasien yang dirugikan. Pada dasarnya apabila suatu kesalahan atau

kelalaian timbul maka akan muncul pula suatu ganti rugi yang disebabkan

karenanya.Dengan adanya ganti rugi tersebut akan mendorong pihak

pelaku medis untuk menghindari suatu kesalahan atau kelalaian yang

berakibat merugikan pasien. Sehingga perlindungan terhadap pasien dapat

terpenuhi.

Mengenai tuntutan ganti kerugian secara perdata menurut Pasal

1365 KUH Perdata, pelaku harus mengganti kerugian sepenuhnya. Akan

tetapi terdapat juga suatu ketentuan hukum yang menentukan bahwa

apabila kerugian ditimbulkan karena kesalahan sendiri, ia haru

menanggung kerugian tersebut. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan

bahwa pihak yang dirugikan cukup membuktikan bahwa kerugian yang

diderita adalah akibat perbuatan pelaku.

Menurut Van Gelein Vitringa dengan Teori Schutznom, dinyatakan

bahwa: “Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan

karenanya melanggar suatu norma hukum, hanya wajib membayar ganti
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rugi atas kerugian yang ditimbulkan, apabila norma yang dilanggar

bertujuan melindungi kepentingan orang yang dirugikan.” Menurut Pasal

1366 KUHPerdata, berisikan ketentuan “ setiap orang bertanggungjawab

tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga

untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Dasar tuntutan dari pihak pasien (konsumen) juga dapat dilihat

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yaitu

Pasal 55. Dari ketentuan pasal tesebut maka dari pihak paramedis

diharuskan berhati hati di dalam melakukan tindakan medis yang mana

dari pihak pasien mempercayakan sepenuhnya akan tindakan tersebut.

Jika kembali kepada asas hukum dalam hukum perdata dapat dikatakan

bahwa siapapun yang tindakannya merupakan pihak lain, wajib

memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

Dalam konsep dan teori dalam ilmu hukum, perbuatan yangmerugikan

tersebut dapat lahir karena tidak ditepatinya suatu perjanjian atau

kesepakatan yang telah dibuat (wanprestasi) atau karena suatu perbuatan

yaitu ialah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lain.

F. Metode Penulisan

Untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran ilmiah dan untuk

mendapatkan hasil yang optimal dalam melengkapi bahan-bahan bagi penulisan
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skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai

berikut:

1. Penelitian kepustakaan (library research)

Untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau

pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan

dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan

perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Pada metode penelitian kepustakaan (Library research) ini penulis

mengumpulkan, membaca, dan mempelajari serta menganalisa secara

sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar,

karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan

lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas dalam

skripsi ini.

2. Penelitian lapangan (Field Research)

Pada metode ini agar dapat memperoleh data yang lebih akurat,

maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi

penelitian di Apotek Besi Sleman.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara memilih

responden yaitu dengan mengadakan wawancara (interview) kepada

apoteker di Apotek Sleman.Penulis juga menyebarkan angket (questioner)

kepada para pasien Apotek Besi Sleman.
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Berdasarkan kedua teknik penelitian dan pengumpulan data ini

penulis kemudian mengolah data-data dan bahan-bahan dan selanjutnya

disajikan sesuai dengan pembahasan skripsi ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah penyusun lakukan,

selanjutnya dalam bab ini dapat diambil kesimpulan, yaitu:

i. Dalam kasus kelalaian apoteker dalam memberikan obat bagi konsumen

pasien rehabilitasi mendapatkan perlindungan hukum preventif melalui

UU Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata. Hak-hak konsumen

dalam UU Perlindungan Konsumen mencakup beberapa hal berikut,

yaitu:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
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f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Selanjutnya perlindungan hukum dapat diterapkan yaitu perlindungan

secara represif. Artinya perlindungan hukum yang diberikan apabila

sudah terjadi pelanggaran. Adapun perlindungan hukum secara represif

dalam kasus diatas sebenarnya adalah bentuk lain dari akibat hukum atas

pelanggaran yang dilakukan oleh apoteker ketika mengalami kesalahan

dalam pemberian obat.

ii. Akibat hukum yang timbul akibat kelalain apoteker dalam pemberian

obat, diantaranya:

a. Sanksi administratif. Apotek Besi Sleman dapat dijatuhi sanksi

teguran tertulis hingga pencabutan izin praktek usaha. Selain kepada

pihak apotek, izin apoteker yang secara sah melakukan kelailaian

pemberian obat bagi konsumen pasien rehabilitasi juga bisa diberikan

sanksi teguran hingga pencabutan izin.
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b. Ganti rugi. Hubungan konsumen dan apotek sebagai pelaku usaha

merupakan hubungan perdata dimana proses jual beli barang dan/atau

jasa yang terjadi antara mereka merupakan penerapan pasal 1338

KUHPerdata. Ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku usaha

berdasarkan pasal 19 ayat (2) UUPK yang berbunyi: “Pengembalian

uang atau barang dan/atau jasa yang sejenis dan setara nilainya dan

Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

c. Sebagai pelaku usaha, apoteker salah satunya dilarang tidak

memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, apoteker

tidak mengindahkan anjuran dokter yang merupakan bentuk

pelaksanaan terhadap korban rehabilitasi menurut UU Narkotika.

Dalam hal pelaku usaha melanggar kewajiban ini, maka ia dapat

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Saran

Dari kasus yang penyusun angkat dalam skripsi ini, penyusun dapat

memberikan beberapa saran berikut ini:

1. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terkait peredaran obat

melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan serta memberikan arahan

maupun penyuluhan kepada masyarakat terkait wawasan obat-obatan.
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2. Penegak hukum seyogyaya lebih tegas dan aktif menindak

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Penegak hukum disini

mempunyai peran yang sangat penting mengingat vatalnya dampak yang

diakibatkan dari kelalian pemberian obat seperti kasus diatas.

3. Masyarkat diharapkan lebih berani melaporkan kejadian yang menurut

mereka bermasalah, selanjutnya peran aktif masyarakat harus

ditingkatkan terlebih menyangkut hak mereka.
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